ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENGENAAN PAJAK REKLAME 
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A. Latar Belakang 
Negara Indonesia mengkukuhkan jati dirinya dengan menetapkan dan 
menerapkan konsep negara hukum untuk mengatur tatanan negara, demi menjaga 
kestabilan pemerintahan dalam mengayomi dan melindungi warga negaranya. Hal 
ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia yang berbunyi “(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.” Jelas 
kiranya, bahwa adanya hukumlah yang menjadi faktor dominan dalam mengatur 
segala aspek yang ada di lingkungan warga negara Indonesia. 
Penerapan dari ketentuan tersebut,  sudah dapat kita jumpai dalam tiap sendi 
pengaturan mengenai aktivitas negara dan warga negara itu sendiri. Aturan ini 
terjewantahkan dalam hukum tertulis yang nantinya bersifat mengikat dan 
memaksa untuk mematuhi aturan yang diterapkan tersebut. Baik kegiatan-
kegiatan yang dilakukan warga negara maupun negara itu sendiri, terdapat suatu 
aturan yang memberikan dasar hukum untuk melakukan kegiatan tersebut. 
Salah satu pengaturan atas adanya ketentuan tersebut adalah tentang pajak. 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang 
diayar oleh masyarakat sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh 
Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara 
langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan 





Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU 
KUP), yang menyebutkan bahwa : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
Adanya UU KUP ini dilandasi dengan perkembangan ekonomi, teknologi 
informasi, sosial dan politik. Dengan adanya ketentuan ini, agar lebih memberikan 
keadilan, memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian 
dan penegakan hukum serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi 
informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. UU KUP ini 
mengacu pada kebijakan-kebijakan pokok yang timbul atas adanya keadaan yang 
dialami oleh negara. 
Semakin berkembangnya teknologi informasi, maka semakin berkembang 
pula hukum yang mengatur terkait dengan teknologi informasi ini. Sehingga 
mengharuskan adanya ketentuan yang dibuat untuk mengatur jalannya 
perkembangan teknologi informasi tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi, 
media, dan komunikasi, telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun 
peradaban manusia dalam berbagai aspek, salah satunya adalah penggunaan 





dan semakin banyak kegiatan yang dilakukan melalui media website karena 
website mudah diakses dan digunakan.
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Akibat dari hal tersebut, kini banyak ditemui aktivitas-aktivitas pemanfaatan 
media website untuk melakukan pemasaran, salah satunya adalah pemasangan 
reklame di website dan media sosial. Secara definitif, pengertian reklame adalah 
pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau 
gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku.
2
 Dalam 
ketentuan yang berlaku pengertian reklame diatur dalam Pasal 1 Angka 27 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (UU PDRD), yang menyebutkan bahwa : 
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum 
terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, 




Jika melihat definisi yang diberikan oleh UU PDRD ini menjelaskan 
secara detail mengenai reklame itu sendiri. Definisi yang diberikan mengarah 
kepada suatu media yang dijadikan faktor pendukung untuk mengenalkan atau 
mengabarkan suatu barang atau jasa agar dapat menarik perhatian umum, dan 
bersifat dagangan atau komersial.  
Baik definisi yang terdapat dalam KBBI maupun secara normatifnya, 
hampir sama. Keduanya memberikan definisi yang mengarah pada hal 
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perdagangan atau komersial. Hal ini memberikan gambaran, bahwa dalam 
pemasangan reklame ini sendiri pun terdapat pengenaan pajak yang dilakukan 
dikarenakan arah dari reklame itu sendiri yang menjadi faktor pendukung atau alat 
untuk mempromosikan barang atau jasa guna menarik perhatian umum dan yang 
diperdagangkan tersebut laku. 
Dalam praktiknya terdapat banyak bentuk reklame yang digunakan untuk 
mempromosikan atau memperkenalkan suatu barang atau jasa dagangan kepada 
masyarakat umum. Baik melalui audio visual hingga dengan bentuk gambar. 
Kemudian, jika dilihat jenis – jenis reklame yang beredar pun juga beragam, baik 
reklame kain, udara, stiker, film dan sebagainya yang diatur dalam UU PDRD. 
Reklame yang diatur dalam ketentuan tersebut, menjadi objek pajak reklame. 
Berarti, setiap bentuk dan jenisnya dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku tersebut. 
Pasal 49 UU PDRD  mengatur mengenai dasar pengenaan Pajak Reklame 
itu sendiri. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Apabila 
reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame tersebut 
berdasarkan dari nilai kontrak reklame. Namun, jika reklame diselenggarakan 
sendiri, nilai sewa reklame dihitung berdasarkan pada jenis, bahan yang 
digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan 
ukuran media reklame. Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, namun 





menggunakan faktor sebagaimana reklame yang diselenggarakan sendiri.
4
 Adapun 
bunyi Pasal 49 UU PDRD sebagai berikut 
(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. 
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak 
Reklame. 
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor 
jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu 
penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. 
(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan 
dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 
 
Secara perkembangan teknologi informasi, dengan adanya kemudahan 
dalam menggunakan media website, media sosial dan lain-lain yang berbasis 
teknologi. Sehingga banyak pula ditemukan pemasangan reklame di platform 
media tersebut. Reklame kini dapat dijumpai secara media online (website, 
aplikasi, dan media-media sosial lainnya). Hal ini membuat pemasaran yang 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha tersebut mudah untuk menarik 
perhatian umum. Apalagi dalam kondisi seperti ini, mayoritas sudah mampu 
mengakses website dalam kehidupan sehari – harinya. 
Namun, jika ditinjau dari pengaturan hukum yang ada di Indonesia, UU 
PDRD tidak mengatur reklame yang berbasis online ini. Dikarenakna dalam UU 
PDRD lebih mengatur terkait dengan reklame yang konvensional. Sehingga pajak 
reklame yang ada di media berbasis online, tidak dikenakan pajak dengan UU 
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PDRD ini. Maka, pasal 49 UU PDRD yang mengatur tentang nilai sewa reklame 
hanya berlaku pada reklame yang bersifat konvensional.  
Badan atau orang yang melakukan pemasangan reklame di media berbasis 
online tersebut, telah banyak menghasilkan keuntungan akibat adanya 
pemasangan tersebut. Hal ini harusnya menjadi bagian dari objek pajak dan dapat 
dikenakan pajak. Apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 
Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang 
Pajak Penghasilan (UU PPH), reklame yang berbasis online ini, dapat dikenakan 
pajak. Dikarenakan berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 yang 
berbunyi : 
(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk 
apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh 
tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan 
dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau 
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam 
negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib 
membayarkan: 
c.  sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: 
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah 
dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21. 
 
Melalui ketentuan tersebut, mengklasifikasikan terkait dengan jasa lain yang 
dipotong pajak sebesar 2% dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 141/Pmk.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana 
Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali 
Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam 





apabila pelaku usaha tersebut berupa agen atau perantara dalam melakukan 
transaksi pemasangan reklame online di media sosial maupun website.  
Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU PPH, menyebutkan bahwa “Yang menjadi 
objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun”.
5
 Sehingga jelas, dengan ketentuan ini seharusnya reklame 
berbasis online dapat dikenakan pajak. 
Artinya, setiap adanya tambahan kemampuan kebutuhan hidup yang 
diterima atau diperoleh oleh setiap orang atau badan itu sendiri, yang digunakan 
untuk konsumsi atau menambah kekayaan orang atau badan tersebut dapat 
dikenakan pajak atas usaha atau aktivitas atau keuntungan-keuntungan yang 
didapatkan baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Bahkan dalam 
bentuk apapun itu yang memiliki nilai kegunaannya dalam aspek ekonomis. 
Begitupun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
(UU PPN). Dikarenakan penyelenggaraan reklame berbasis online ini, dapat 
dilakukan dengan memanfaatkan jasa maka dapat dikatakan jasa kena pajak 
sebagaimana diatur dalam Pasal 3A Ayat (3) UU PPN, yang berbunyi bahwa : 
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(3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak 
dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak 
Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya 
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
 
Maka sejauh ini dengan adanya ketentuan di dalam UU PPN, masih dapat 
dikenakan pajak pemotongan 10%. Namun, pemasangan reklame berbasis online 
ini sendiri, perlu untuk dikaji lebih dalam. Tidak diaturnya hukum atau ketentuan 
yang mengatur pengenaan pajak terhadap pemasangan Reklame berbasis online 
ini, menandakan bahwa adanya kekosongan hukum. Syukri Albani berpendapat 
terkait dengan kekosongan hukum, menjelaskan bahwa : 
“Kekosongan hukum dapat diartikan sebagai ”suatu keadaan kosong atau 
ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur tata tertib 
(tertentu) dalam masyarakat,” sehingga kekosongan hukum dalam hukum 





Artinya hal ini perlu untuk dilakukan suatu penelitian yang mendalam agar 
dapat mengetahui pengenaan pajak yang dikenakan oleh negara terhadap pelaku 
pemasangan reklame secara online ini. Hal ini bagi penulis cukup penitng untuk 
diperhatikan secara mendalam, karena hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, 
tidak terlepas dari postivisme hukum (hukum tertulis) yang mana teori tersebut 
mengarah pada kepastian hukum terhadap suatu tindakan atau aktivitas yang 
dilakukan. Sehingga patut untuk diteliti seperti apa pengaturan yang diberikan 
oleh Negara dalam mengawasi dan mengenakan pajak terhadap pemasangan 
reklame online ini. 
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Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas. Maka dari itu, penulis 
ingin meneliti dasar pengenaan pajak bagi pemasangan reklame online ini dan 
implikasi hukum terhadap tidak diaturnya pengenaan pajak terhadap pemasangan 
reklame onlin ini, dengan mengangkat judul “ANALISIS YURIDIS 
NORMATIF PENGENAAN PAJAK REKLAME ONLINE DITINJAU 
DARI PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH” 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari beberapa permasalahan yang telah ada di latar belakang penulis 
mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang terkait dengan latar belakang 
dengan judul adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaturan pengenaan pajak reklame berbasis online di website 
dan media sosial ? 
2. Apa implikasi hukum tidak diaturnya dasar pengenaan pajak reklame 
berbasis online di website dan media sosial ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1.  Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan pengenaan pajak reklame 
berbasis online di website, dan media sosial. 
2.  Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum dengan tidak diaturnya 






D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1.  Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis 
sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan sebagai syarat 
untuk memenuhi predikat lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 
Hukum. 
2.  Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
pada badan instansi yang terkait khususnya instansi yang bergerak di bidang 
Perpajakan guna menegakkan ketentuan yang berlaku dalam lingkup 
perpajakan. 
3.  Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan reklame online, agar 
dapat mengetahui mengenai pemungutan pajak terhadap kegiatan tersebut. 
 
E. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Kegunaan Teoritis  
 Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian sehingga memberikan 
kontribusi pemikiran bagi mahasiswa dan masyarakat dalam bidang ilmu 
hukum, yang secara khusus berkaitan dengan pengenaan pajak terhadap 
pemasangan reklame berbasis online di website dan media sosial 





a.  Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa serta masyarakat mengenai 
pengenaan pajak terhadap pemasangan reklame berbasis online di 
website dan media sosial. 
b.  Dari penulisan penelitian hukum ini diharapan dapat dijadikan bahan 
kajian praktis lembaga – lembaga penegak hukum dan pemerintah 
untuk memaksimalkan kinerja dalam menegakkan prosedur hukum 
yang berlaku dan sebagai bahan rujukan dalam hal pengenaan pajak 
terhadap pemasangan reklame berbasis online di website dan media 
sosial. 
 
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode 
penelitian Yuridis Normatif. Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah 
suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan hasil yang 
hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.”
7
 
Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya 
ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan 
sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian 
berlangsung menurut suatu rencana tertentu.
8
  Untuk menjawab permasalahan 
tersebut diatas, diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul dan 
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perumusan masalah serta identifikasi masalah, untuk itu agar diperoleh data yang 
akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 
1.  Metode Pendekatan 
Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 
masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan 
penelitian atau penulisan.
9
 Metode pendekatan yang digunakan dalam 
menganalisa dan mengembangkan permasalahan dalam penulisan ini adalah 
metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang dapat digunakan 
dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum. Di samping itu 
juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam 
masyarakat, dengan cara menguji dan mengkaji secara yuridis mengenai 
permasalahan yang diteliti dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang 
lalu dan saat ini diberlakukan, agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang 
masalah yang diteliti dalam penulisan ini. 
Adapun metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum, 
terdapat beberapa pendekatan yaitu melalui pendekatan perundang-undangan 
(Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan historis 
(Historical Approach), pendekatan perbandingan (Comparative Approach) 
dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).
10
 Dari kelima pendekatan 
tersebut, pendekatan yang paling relevan dengan penelitian hukum ini adalah 
pendekatan perundang-undangan, dan  pendekatan konseptual. 
a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 
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Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-
undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang 
sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya 
dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara UUD NRI 
Tahun 1945 dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang 
satu dengan Undang-Undang yang lainnya. Digunakannya pendekatan 
perundang-undangan dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 
dasar pengenaan pajak terhadap pemasangan reklame berbasis online di 
website dan media sosial yang tidak diatur dalam suatu ketentuan yang 
berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan analisa Pasal 49 UU 
PDRD. 
b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 
Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting 
sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam 
ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi 
hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. 
Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan 
pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang 
relevan dengan permasalahan. Digunakannya pendekatan konseptual 
(Conceptual Approach) ini untuk menganalisis kerangka berfikir atau 
kerangka konseptual yang sesuai dengan penelitian ini. Sehingga 





berkaitan dengan reklame online, dasar pengenaan pajak, dan teori-teori 
lainnya yang relevan terhadap pengenaan pajak reklame online.  
2.  Jenis Bahan Hukum 
Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. tanpa 
bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang 
diketengahkan.
11
 Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas 
(authority), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat 
dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat mandatory 
authority (meliputi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan di 
wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan persuasive authority 
(meliputi peraturan perundang – undangan di wilayah hukum negara lain 
tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim diwilayah 
yurisdiksi negara lain).
12
 Dalam penelitian hukum penulis menggunakan 
Bahan Hukum Primer antara lain sebagai berikut. 
1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan 
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 
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 Dyah Ochtorina Susanti & A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, 
Jakarta, 2018, hlm. 48. 
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3) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang 
Pajak Penghasilan 
4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah. 
5) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah 
6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana 
Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 
8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/Pmk.03/2010 Tata Cara 
Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak 
Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean 
2. Bahan hukum sekunder, merupakan meliputi buku – buku hukum yang 





hukum, disertasi hukum, tesis hukum dan lain sebagainya.
13
 Bahan 
hukum sekunder ini tentunya yang berhubungan dengan perpajakan. 
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan 
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 
seperti kamus hukum, ensikopledia, dan lain –lain.
14
 
3.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah 
menggunakan teknik kepustakaan, dari berbagai sumber pustaka dan 
dilakukan dengan cara menelusuri baik berupa Peraturan Perundang-
Undangan, buku-buku, jurnal majalah dari media cetak maupun media online 
(situs internet) yang dapat mendukung pengkajian masalah yang diteliti. 
Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu 
dititkberatkan pada pengunaan dan kepustakaan atau data sekunder yang 
berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data 
primer, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa 
permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu 
hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan 
penerapan dalam praktek. 
4.  Teknik Analisa Data 
1. Content Analysis 
Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan 
hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam 
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teknik analisis bahan hukum adalah content analysis. Content Analysis 
menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual 
cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan 
menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, siginifikansi dan 
relevansinya.
15
 Dalam penelitian ini penulis, menggunakan content 
analysis untuk mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis terkait Pasal 
49 UU PDRD untuk memahami makna dari konsepsi perpajakan yang 
berbasis onlin tersebut.  
2. Analisis Preskriptif 
Analisis preskriptif ini meruapakan suatu metode analisis yang 
mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, 
konsep - konsep hukum, dan norma - norma hukum.
16
 Menganalisis 
suatu permasalahan hukum dengan menyandarkan pada isi yang 
terkandung dalam suatu hukum yang dibuat. Analisis preskriptif yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan 




G. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
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Pada bab ini menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan metode 
penelitian serta sistematika penelitian dari penelitian ini, sehingga dapat 
memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini.. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini, menguraikan lebih dalam dan sistematis mengenai teori-
teori maupun kaidah-kaidah yang bersumber dari undang-undang, buku 
atau literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.  Adapun teori 
maupun kaidah-kaidah yang digunakan penulis dalam bab II ini yaitu 
tentang tinjauan umum tentang perpajakan, tinjauan umum tentang 
pengenaan pajak, tinjauan umum tentang reklame dan reklame online, 
serta tinjauan umum pajak reklame.  
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini, merupakan inti atau pokok dari penulisan hukum yang 
dilakukan oleh Penulis. Pada bab ini berisi hasil analisis penulis yang 
telah dipaparkan dengan membagi nya kedalam tiga sub bab yang 
masing-masing berkaitan dengan permasalahan yaitu Apa dasar hukum 
pengenaan pajak reklame berbasis online di website, facebook, 
instagram dan twitter dan Apa implikasi hukum dengan tidak diaturnya 
dasar pengenaan pajak reklame berbasis online di website, facebook, 
instagram dan twitter. 





Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta saran-
saran yang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan yang telah 
diteliti.  
